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ABSTRAK

Penelitian ini bejudul “Efektivitas Pelaksanaan Anpgaran Belanja Program
Pengawasan Pelayanan Publik Pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sumatera Selatan™. Penelitian ini  dilatarbelakangi dengan terjadinya  penurunan
efektivitas anggaran pada penggunaan anggaran program pengawasan pelayanan publik
2020 scbesar 3,51% jika dibandingkan dengan tahun schelumnya. Sedangkan anggaran
untuk program pengawasan pelayanan publik tahun 2020 lebih sedikit jika dibandingkan
dengan tahun 2019 dengan selisih Rp.449.776.000,00. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran
belanja program pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020, Teori yang digunakan adalsh konsep yang
dikemukakan oleh Mahmudi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,
dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data
melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penychab
terjadinya penurunan efektivitas dalam pelaksansan anggaran belanja program
pengawasan pelayanan publik pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan
Sumatera Selatan tahun 2020 adalah adanya pandemi Covid-19 menyebabkan ruang
gerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan terbatas, kurungnya saranu
prasarana dan sumber daya manusia yang ada. Saran penelitian ini adalagh menambahkan
jumlah asisten dalam pelaksanaan program pengawasan pelayvanan publik, seria
penambahan sarana prasarana atau fasilitas penunjang kegiatan,

Kata Kunci: Efektivitas, Pelaksanaan Anggaran, Program Pengawasan Pelayanan

Publik
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ABSTRACT

This research is emitfed “Effectiveness of Budger Execution af Public Service
Supervision Program at Ombudsman of the Republic of Indonesia Represemtative of
South Sumatra®. This research is motivated by the decrease in budget effectivenesy in
the use of the 2020 pubfic service supervision program budget by 3.3 1% when compared
to the previous year, even though the budger of the public service supervision program
in 2020 ix Rp. 449, 776,000.00 less when compared to 2019. Therefore, this study aims fo
determine the cause of the decrease in effectiveness in the implementation of the budget
Sor the public service supervision program at Chmbudsman of the Republic of Indonesia
Representative of South Sumatra in 2020, The theory wsed (s the concept proposed by
Mahmudi. This siudy uses a gualitaitve descriptive method. using primary and
secondary data  sources, data collection lechmigues through imlerviews and
documentation. The results of this study indicare that the cause of the decrease in
effectivemess in the implementation of the budget for the public service supervision
program at the Ombudsman of the Republic of Mndonesia Represemiative of South
Sumaira in 2020 is because of the limited space lo carry oul supervisory activities, lack
of infrastructure and haman resources that happened during the Covid-19 pandemic
This research suggests to increase the number of assistanis in the implementation of the
public service supervision program, ax well as fo add imfrastructure or facilities 1o
suppaort aclivities le increase the effectiveness of budget execution of public service
supervision program at Ombudsman of the Republic of Indownesia represemiative of
South Sumatra,
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good governance atau dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang
baik merupakan sebuah konsep yang mewakili proses pengambilan keputusan dan
implementasinya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-bersama dan
dilihat sebagai kesepakatan pemerintah, warga negara, dan sektor swasta tentang
bagaimana seharusnya pemerintah berperilaku dalam suatu negara. Konsep good
governance diterapkan secara luas oleh pemerintah baik pada lingkup bidang
instansi pemerintahan maupun daerah, hal ini dilakukan dalam upaya terciptanya
tata kelola pemerintahan yang baik. Aktor-aktor yang terlibat dalam konsep
governance pada dasarnya sangat luas tidak hanya pemerintahan dan negara.
Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan good
governance adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Undang-undang tersebut ada untuk mencegah terjadinya tindakan
yang memungkinkan untuk merugikan negara, seperti korupsi, kolusi, dan
nepotisme. Misalnya, tuntutan untuk melakukan reformasi sektor publik yang
difokuskan pada pembentukan organisasi yang berhubungan dengan kepentingan
umum agar efektif, ekonomis, dan efisien, transparan, responsif, dan sangat
akuntabel.

Kunci mendasar untuk mewujudkan gagasan tata kelola pemerintahan yang
baik adalah diaplikasikannya prinsip-prinsip good governance. Seperti, supremasi
hukum, partisipasi masyarakat, kepedulian terhadap pemangku kepentingan/bisnis,
penekanan pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, visi strategis,

efektivitas dan efisiensi. Dalam upaya perwujudan good governance maka prinsip-
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prinsip tersebut harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah. Fokus peneliti
dalam penelitian ini ada pada salah satu prinsip good governance, yaitu efektivitas.
Hal ini juga sesuai dengan konsep good governance dalam Pasal 3, ayat (1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”. Selain dalam konsep good
governance, efektivitas merupakan salah satu elemen untuk mengukur kinerja
keuangan dalam organisasi sektor publik dengan memakai konsep value for money.

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat di mana program atau kegiatan
mencapai hasil dengan tujuan yang telah direncanakan. Suatu program atau kegiatan
dinilai efektif apabila berhasil memenuhi atau melampaui tujuan dan sasarannya.
Mahmudi (2015:86) menuliskan bahwa pengertian “Efektivitas pada dasarnya
berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai.” Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal apakah
tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak. Mardiasmo (2009:132) juga
menambahkan bahwa pengertian “Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan
pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).”

Lembaga pemerintah adalah organisasi yang diberdayakan untuk mengatur
negara dan kepentingannya. Instansi pemerintah biasanya diciptakan atau dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba,
pemerintah tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk
memberikan layanan serta memaksimalkan dan meningkatkan layanan yang ada
dengan harapan adanya pelayanan yang lebih baik di masa mendatang. Lembaga

pemerintah diberi wewenang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang



berlaku. Namun demikian, masih banyak ditemukan permasalahan, seperti tidak
efektif dan efisiennya pelaksanaan program dan kegiatan yang mana tidak sesuai
dengan apa yang telah ditargetkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lembaga pemerintah dapat mengalami inefisiensi dan inefektivitas pada
anggaran, salah satunya dapat disebabkan oleh lemahnya manajemen perencanaan
anggaran. Untuk dapat melakukan perencanaan anggaran yang baik diperlukan
pedoman kerja sistematis dalam menggambarkan perencanaan, pemantauan,
pengendalian, dan koordinasi. Selain itu, dengan anggaran dapat diketahui apakah
terdapat penyimpangan yang terjadi, dengan melakukan perbandingan antara
rencana anggaran yang telah ditentukan dengan realisasi penggunaan anggaran
kerja, hal ini dapat meningkatkan tanggung jawab dari setiap pengelola anggaran.

Anggaran merupakan alat penggerak jalannya suatu organisasi pemerintahan.
Apapun organisasinya baik swasta maupun publik penganggaran sangatlah
diperlukan. Mardiasmo (2009:61) mengartikan anggaran sebagai suatu pernyataan
terkait estimasi kinerja yang hendak dicapai selama jangka waktu tertentu yang
ditunjukkan dalam ukuran keuangan, sedangkan penganggaran merupakan suatu
proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran adalah rencana
kinerja keuangan yang melingkupi perkiraan biaya yang diajukan dan sumber
pendapatan yang diharapkan akan dibiayai selama jangka waktu tertentu. Oleh
sebab itu, efektivitas berperan penting dalam pelaksanaan anggaran yang mana
berkaitan dengan berhasil tidaknya tujuan yang ingin dicapai dalam kaitannya
dengan kinerja organisasi.

Anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dapat digunakan untuk
membagi-bagikan dana pada program dan kegiatan yang telah dibuat dan disusun,

yang mana terdapat masukan (/nput) dan keluaran (Output) baik dalam bentuk fisik



maupun jasa yang berasal dari program dan kegiatan yang direncanakan. Efektifnya
suatu kegiatan dapat dilihat dari proses kegiatan yang dilakukan, apakah sudah
mencapai tujuan dan target akhir dari kebijakan. Pengukuran efektivitas dapat
dilaksanakan hanya dengan menimbang outcome.

Anggaran merupakan sarana utama dalam perencanaan, pengendalian, dan
pengambilan keputusan dalam suatu lembaga pemerintah. Melihat pentingnya
anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga, anggaran sebagai salah satu
indikator penentu keberhasilan suatu lembaga memerlukan penyusunan laporan
anggaran yang baik dan tepat. Laporan anggaran yang dimaksud dapat terdiri dari
pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan, dan
laporan tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan
anggaran. Laporan yang dimaksud ialah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang
disebut juga DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan digunakan sebagai acuan
dalam pengguna anggaran untuk menjalankan program dan kegiatannya. Selain
DIPA terdapat juga Petunjuk Operasional Kegiatan atau disingkat POK, yang mana
dikenal dengan rincian kertas kerja satuan kerja dan menjadi salah satu alat bantu
dalam pelaksanaan anggaran. POK adalah dokumen yang berisi uraian rencana kerja
dan biaya yang diperlukan dan digunakan untuk menjalankan kegiatan yang mana
disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penjabaran lebih lanjut dari
DIPA.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat organisasi sektor publik
dituntut untuk selalu dapat menerapkan prinsip efektivitas, khususnya pada
pelaksanaan anggaran. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dan

kerjasama yang baik antara instansi terkait dan pemerintah. Ombudsman Republik



Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, yang diamanatkan dalam upaya meningkatkan dan
memaksimalkan efektivitas pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Program pengawasan pelayanan publik merupakan tugas, fungsi dan
kewenangan Ombudsman RI. Ruang lingkup pengawasan Ombudsman RI
mencakup penyelesaian laporan atas terjadinya maladministrasi dalam pelayanan
publik yang diberikan dan juga pencegahan maladministrasi dengan harapan
memperbaiki dan memberikan pelayanan publik yang maksimal. Penyelesaian
laporan masyarakat oleh Ombudsman RI terdiri dari semua substansi
penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain permasalahan penegakan hukum,
kependudukan, pelayanan perizinan, pertanahan, ketenagakerjaan, kepegawaian,
pendidikan, infrastruktur, dan permasalahan lainnya terkait pelayanan publik.
Dalam upaya menyelesaikan laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dapat dilakukan dengan beberapa
cara, yaitu dengan cara melakukan konfirmasi langsung kepada instansi yang
dilaporkan (Terlapor), meminta penjelasan/klarifikasi tertulis, pemeriksaan
lapangan/klarifikasi langsung, mengundang para pihak, melakukan konsiliasi,
mediasi dan memfasilitasi pertemuan.

Ombudsman juga melakukan fungsi pencegahan, yang mana kegiatan
tersebut mencakup, memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran
penting keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik, selain itu juga

memberikan arahan dan paparan kepada para penyelenggara pelayanan publik



tentang melakukan kegiatan pelayanan publik sesuai peraturan dan prosedur yang
telah ditetapkan.

Pemerintah yang saat ini sedang mendorong adanya modernisasi birokrasi
tentu saja tidak terkecuali dalam aspek penggunaan anggaran, Ombudsman RI
Perwakilan Sumatera Selatan adalah salah satu lembaga Ombudsman di daerah
yang berperan dalam mendekatkan pelayanan Ombudsman dan mengawasi
penyelenggara pelayanan pada masyarakat luas di seluruh wilayah Sumatera
Selatan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan juga didorong untuk dapat
meningkatkan secara efektif dalam penggunaan anggaran, agar dapat terlaksana
dengan baik dan tepat sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga tujuan dan sasaran
dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dapat tercapai.

Kinerja pemerintah dalam menerapkan prinsip efektivitas masih terlihat
kurang optimal. Mengingat unit kerja atau instansi pemerintah secara umum belum
dapat melaksanakan secara efisien dan efektif fungsi dan peran yang ada, terutama
dalam hal pemanfaatan anggaran. Masih didapati adanya penggunaan anggaran
yang kurang optimal, inefisiensi anggaran, dan pelaksanaan anggaran yang belum
sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Seperti halnya artikel yang
memuat  adanya  inefektivitas  pelaksanaan  anggaran  belanja  oleh
www.kemenkeu.go.id (25/10/2021).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai dengan akhir
September 2021 Realisasi Belanja Negara mencapai Rp1.806,80 triliun yang artinya
hanya berkisar 65,70 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2021, menurun 1,88 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada
periode yang sama sebesar Rpl1.841,34 triliun. Realisasi belanja dapat dikatakan

masih  belum optimal terlebih khusus pada komponen belanja non



Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang masih
mengalami perlambatan.

Pada artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Siswanto dan
Rahayu (2010) menyatakan bahwa penggunaan anggaran yang kurang optimal
mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan anggaran, sehingga beberapa
aspek harus dievaluasi. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan yang buruk,
koordinasi yang buruk antara unit perencanaan dan pelaksana, dan pelaksanaan
kegiatan yang buruk. Hal-hal ini menyebabkan sering terjadi revisi anggaran. Tidak
optimalnya pemanfaatan anggaran tentunya akan memberikan dampak pada proses
pelayanan publik dan efektivitas kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran
yang tidak memenuhi target menandakan belum terjadinya efisiensi dan efektivitas
dalam pengelolaan/pengalikasian anggaran. Permasalahan tersebut masih menjadi
halangan dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan konsep good governance.

Pelaksanaan anggaran yang kurang optimal hampir selalu menjadi fenomena
yang terjadi di Indonesia baik di pemerintahan pusat maupun di tingkat daerah.
Fenomena tersebut menjadi salah satu ketertarikan penulis untuk menganalisis
secara khusus terkait pelaksanaan anggaran belanja Program Pengawasan Pelayanan
Publik pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Program Pengawasan Pelayanan Publik 2018-2020

NO | Periode | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp)| Selisih (Rp) %
1 2018 523.894.000 358.753.000 165.141.000 | 69%
2 2019 643.852.400 643.675.610 176.790 99,97%
3 2020 194.076.400 187.556.829 6.519.571  (96,46%

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan

Berdasarkan data hasil olahan dari data realisasi anggaran Ombudsman RI

Perwakilan Sumatera Selatan yang dituangkan dalam tabel 1 diatas menunjukkan



tingkat penggunaan anggaran belanja Program Pengawasan Pelayanan Publik tahun
anggaran 2018-2020 di Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Pelaksanaan
anggaran Program Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI Sumatera
Selatan, pada tahun 2018 anggaran untuk program pengawasan pelayanan publik
sebesar Rp.523.894.000,00 dan yang direalisasikan sebesar Rp.358.753.000,00.
Selanjutnya pada tahun 2019 anggaran yang diberikan untuk program pengawasan
pelayanan publik sebesar Rp.643.852.400,00 dan realisasinya sebesar
Rp.643.675.610,00. Sedangkan pada tahun 2020 anggaran untuk program sebesar
Rp.194.076.400,00 dan realisasinya sebesar Rp.187.556.829,00. Berdasarkan data
tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat realisasi yang belum optimal dalam
memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data tersebut juga dapat kita lihat
bahwa adanya pasang surut penggunaan anggaran untuk program pengawasan
pelayanan publik yang tidak tetap tiap tahunnya, hal tersebut dapat mempengaruhi
rasio efektivitas dalam pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa ada kesenjangan dalam realisasi
anggaran yang ada dengan anggaran yang telah ditargetkan. Secara garis besar
pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilaksanakan dengan
baik, akan tetapi terjadi penurunan efektivitas anggaran sebesar 3,51%
dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dilihat dalam tabel untuk anggaran tahun
2020 hanya sebesar Rp.194.076.400,00 ada selisih Rp.449.776.000,00 dengan tahun
sebelumnya yang mendapatkan anggaran sebesar Rp.643.852.400,00.

Melihat dari uraian permasalahan yang ada, hal tersebut memotivasi penulis
untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja
program pengawasan pelayan publik. Dengan demikian, diharapkan sesuai dengan

prinsip efektivitas dalam konsep good governance, pelaksanaan anggaran pada



program pengawasan pelayanan publik menjadi lebih baik di masa mendatang.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan
penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Program
Pengawasan Pelayanan Publik Pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Sumatera Selatan”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini, yaitu apa penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam
pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik pada

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah
adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya penurunan efektivitas dalam
pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik pada

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tahun 2020.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Untuk menambahkan wawasan serta bahan kajian terkait efektivitas
pelaksanaan anggaran belanja untuk suatu kasus dalam pengetahuan Ilmu
Administrasi Publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai
acuan atau referensi untuk penulis yang di masa mendatang berkeinginan untuk

melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.
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2. Manfaat Praktis
Secara praktis, untuk peneliti dapat memperluas wawasan dan keilmuan
tentang efektivitas pelaksanaan anggaran belanja. Sedangkan bagi Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan diharapkan hasil penelitian ini
dapat memberikan informasi, gambaran, dan masukan positif mengenai
efektivitas pelaksanaan anggaran belanja program pengawasan pelayanan publik

di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
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